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ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION AND TRAINING
IN IMPROVING THE COMPETENCY OF EMPLOYEES
IN BERAU REGENCY INSPECTORATE

Endra Kurniawan Cahyana
endrakcahya@gmail.com

Postgraduate Program
Open University

Training is cofisidered an instrumient of policy that is considered the most
effective way to achieve the competency of work required by an Officer in the
bureaucracy. The position, role, tasks and functions of the Inspectorat of Berau
regency is very important in the implementation of the supervisory duties required
of competent human resources. But in reality there are employees in the Berau
Inspectorat regency are incompetent, with regard to phenomena associated with
the existence of problems in employee competence i.c. There are employees of the
difficulty in staffing services for example making the manuscript letter service
and the management of the archives, so frequent complaints in archive search at
the Office, administrative officer also appears to have not mastered the operation
of computer utilization and application/Office space optimally.

To be able to know the comparison of number of training needs with
training that was attended by officials of the Inspectorat of Berau regency cannot
be known because the wing training officer in Inspectorat Berau regency did not
make the list of analysis and training plans for employees. Research methods used
in this research is descriptive qualitative approach uses. that became the
instrument or research tool is the researchers themselves. '

The effectiveness of the education and training Inspectorat regency
employees to knowledge consisting in terms of the ability to think, understand his
duties well and has been partly technical expertise can be said to be effective
because nearly all informants gave a positive answer to the question researchers.
Inspectorat regency employees on average have had the skills required, but there
are some who give feedback that at the Public Administration and the civil service
administration handles still less understand the basic tasks and functions, this is
caused due to the limited resources that occupy the part of the employees, good
people as well as éducation. In addition the old mindset, not wanting to change
ermployee creativity and finally causing still 1éss in this séction.

Key words: effectiveness, education and training, Competence
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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI
DI INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU

Endra Kurniawan Cahyana

endrakcahya@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Diklat dianggap merupakadii instruiien kebijakan yang diatiggap palifig
efektif untuk mencapai kompetensi ketja yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan
dalam birokrasi. Kedudukan, peran, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Berau sangat penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan maka diperlukan
sumber daya manusia yang berkompeten. Namun dalam kenyataannya terdapat
pegawai di Inspektorat Kabupaten Berau yang tidak kompeten, adapun fenomena-
fenomena yang terkait dengan adanya permasalahan dalam kompetensi pegawai
yaitu terdapat pegawai yang kesulitan dalam pelayanan kepegawaian misalnya
pembuatan naskah surat dinas dan pengelolaan arsip, schingga scring terjadi
keluhan dalam pencarian arsip di kantor, nampak juga pegawai administrasi-
belum menguasai pengoperasian/pemanfaatan komputer dan aplikasi perkantoran
secara optimal.

Untuk dapat mengetahui perbandingan jumlah kebutuhan diklat dengan
diklat yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Berau. tidak dapat
diketahui karena bagian yang membidangi diklat pegawai di Inspektorat
Kabupaten Berau tidak membuat daftar analisa dan rencana diklat bagi pegawai.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
menggunakan pendekatan kualitatif. yang meniadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti sendiri.

Efektivitas pendidikan dan pelatihan terhadap pengetahuan pegawai
Inspektorat Kabupaten Berau yang terdiri dari segi kemampuan berpikir,
memahami tugas-tugasnya dengan baik dan memiliki keahlian teknis sudah
sebagian dapat dikatakan efektif karena hampir semua informan memberikan
jawaban positif terhadap pertanyaan peneliti. Pegawai Inspektorat rata-rata telah
memiliki keterampilan yang dibutuhkan, namun ada beberapa yang memberikan
masukan bahwa pada Bagian Administrasi dan Umum yang menangani
administrasi kepegawaian masih kurang memahami tugas pokok dan fungsinya,
hal ini di sebabkan karena keterbatasan sumberdaya pegawai yang menempati
bagian tersebut, baik orang maupun pendidikan. Selain itu pola pikir lama, yang
tidak ingin berubah menyebabkan inisatif dan kreativitas pegawai masih kurang
pada bagian ini. '

Kata Kunci : Efektivitas, Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Déskiipsi Objek Penélitisr

Inspektorat Kabupaten Berau merupakan unsur pengawas,
penyelenggara pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan
furigsifiya lispektorat Kabupaten Beran dipimpin oleh seorang IASpekour
yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara tekmis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peratiran Daerahi Noiior 7 Tahuf 2016 yang mengatic
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau
maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Berau adalah sebagai
Berikit |
1. Tugas Inspektorat Kabupaten Berau

Menurut Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Siisifian Organilsast dan Tata Kema Iispekeorat Dasralil Kabupateii
Berau, tugas pokok Inspektorat KaBupaten Berau adalah membantu
Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terha‘dap pelaksanaan
Urisdn  pemérinfalian  daerali, pelaksanaan | pembifidan atds
penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan

pemerintahan kampung

87
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Fungsi Inspektorat Kabupaten Berau

Dalaiti inelaksanalan tiigas pokok Inspekiorar Ka'ﬁl'iﬁé;féﬁ Berai
berfungsi untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas petiibarifian 6l€h Perangkar Dagrah, vaita

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. Pelaksandan pengawasan intemal terliadap Kidena ddn Keuangdn
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, -dan kegiatan
pengawasan lainnya;

¢ Pelaksanaai pengawasai uiituk Ojuan Tertentd A8 peiugasan
Bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

€. Pelaksanagn adminiserasi inspekeorar; damn

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Visi dan Misi Lisjiekeoric Kabupsaten Berai
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Inspektorat Kabupaten Berau sebagai organisasi yang

mengembangkan peluang dan inovasi baru.




43118.pdf

89

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,
kongisten dad berkelanjuran sehingsa dapaft mieningkatkan Akuntalilicas |
Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Sehubungan dengan itu Inspektorat Kabupaten Berau sudah
miemipariyal visi sebagai card pandang jauli ke depan SRtng ke fang
Inspektorat Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai
agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Sejalan defigaf Visl Peifieriitai  Kabupaten Befau  yaitu
“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berd_aya Saing Berbasis
Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara
Bérkélanjitat”, ihakd visl Inspekioraf Kabupaten Berau adalgh -
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Baik
(Clean and Good Governance) Melalui Pengawasan yang Optimal

Visi fersebuf di afas miefgandug makis [aspektoral sebagal
aparat pengawasan tentunya bertanggung jawab untuk membantu
mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan kepemerintahan yang
fefjuiijufig €inggi asas-asas fransparansi 44 akuntabilitas.
Transparansi dan akuntabilitas sebagai kerangka pertanggung jawaban
publik sangat besar pengaruhnya pada pelaksanaan pembangunan yang
bersihi dari prakiek—praktek korupsi, Kolusl daf depotisiie. Peéran
Inspektorat dalam menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
I(good governance) melalui tugas—tugas pengawasan sangat tergantung

pada profesionalisiie seluful jajaran aparat penpawasan Ifspekeorar
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yang senantiasa mau belajar dan tumbuh mengikuti perkembangan

lingkuiigatt ititérnal dail eksteifial Vag teriis berdifianiiks.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Berau
sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula
ufifik mefggariskan beberapa fiisl vang haru§ dilakearakan oteh
seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut:

— Menyelenggarakan pengawasan terhadap aparatur pemerintah,
adiministrasi pemerintaian dan  pemibangunan dif  lingkudgan
Pemerintah Kabupaten Berau;

— Meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dapat dipergunakan
daldii penigambilan Keputasan;

— Mendorong terwujudnya aparatur yang bersth dan handal,

— Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan,

Koimposisi Pegawai Iaspekeorat Kabupated Berai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya
membantu Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan uriisan pemerintahan dacrah, pelaksanaan penibifnadn atas
penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan
pemerintahan kampung, sampai dengan Tahun 2017 jumlah pegawai
lispektorat Kabupaten Bera didukufig olehi 46 ordfig, vaig terdifl atay
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 41 orang dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjumlah 6 orang untuk
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mengetahui lebih lanjut mengenai jumlah pegawai dapat ditampilkan

pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupater Berau
Berdasarkan Status
Bk gﬁ;g [T ; i e :1:;3” . i
I | Pegawai Negeri Sipil (PNS) 41 orang 87,23
2 | Pegawai Pemerintah dengan 6 orang 12,76
Perjanjian Kerja (P3K)
Jumlah 47 orang 100

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Urum Tahun 2017

Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah
Pegawai Negeri Sipil yang berada di Inspektorat Kabupatetr Berau
secara persentase adalah 87,23 persen dan selebihnya adalabh Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar 12,76 persen

Data pendukung lain tentang komposisi jumlah pegawai
Inspektorat Kabupaten Berau berdasarkan jabatan dapat ditampilkan

pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Jabatan Struktural

1 | Inspektur 1 orang 11,11
2 | Sekretaris 1 orang 11,11
3 | Inspektur Pembantu Wil. 4 orang 44 44
4 | Kepala Sub.Bagian 3 orang 33,33
Jumlah 9 orang 100

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2017
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Berdasarkan data Tabel 4.2 dapat dijelaskan, Inspektorat
Kabipateni Berau dipiiipia olel séorafig IﬁSﬁekfuf, dibafti §eorafig
Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian : Sub Bagian
Penyusunan Program di pimpin 1 (satu) orang Kasubbag, Sub Bagian
Adrifitistasi dan Uttt di piripin 1 (Safu) orang Kasubbag, Sub
Bagian Keuangan dan Aset di pimpin 1 (satu) orang Kasubbag dan 4
(empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah (I, 1I, III, IV), dengan
fifi€iafi figas §ebagal berkiit
a. Inspektur

— Merencanakan pembangunan di bidang pengawasan
penyelengoaraan pemerintlian daeral yang sejalan dengan
rencana dan strategi pembangunan daerah;

— Menggerakkan organisasi Inspektorat sesuai dengan rencana
dan  strategl  pemibanguiian vang felah  disustui  ofifuk
tercapainya tujuan;

— Mengordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan
yafg fenjadi angeung jawab Hspekiorar:

— Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan
berpedoitiafi pada peraturan perundaip-undatgan yany bertaki
agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam
melaksanakan pekerjaan;

~  Mefigatir dan mendistribusikan fugas Kepada bawahan sesuat

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
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bawahan dan tugas Inspektorat dapat selesai dengan baik dan
fEpat wakeu

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
bethubungan defgan (ugas Inspekiorar mietalii iifoimas] dan
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

Meirmierikss, isngecek, l’i@jéﬁg'ﬁfékﬁ dai fiefgointrol S€iTa
mengesahkan‘hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

Merigkajl, rmeieliti dﬁ_ﬁ fietigevaluasi prografi  Kega
Inspektorat berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk
mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka
MErAcang program 1anjulai Seila pefyusinan 1aporan kinera:
Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sefiap satuan
organisasi secar:a , berjenja-ng agar pelaksanaan tugas
Inspektorat dapat ferlaksana sesual derigad yang diharapkari;
Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang
langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
Baik secard lisan maupui Ertills sebagal balan pertimibangan
Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil
pelaksandan  fugas  sebagal  bahiai | informiasi dad

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
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Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris :

Kordinast penyusunsn refcand kéifa Sekretarat berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

Meiigatur dan mendistribusikan tugas Sub Bagian sesual
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinegja yang baik pada
bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan
fefar wakiii:

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub
Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan
balk dari benar sesuiai perafitian yang bertaku;

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang
berhubargan dergan fugas Sekietariat melaluil inforimiasi dai
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

Meriiitiskan  Kebijakan tekms pelaksanagn tugas Highkup
Sekretariat dengan Bcrpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar
dalar melaksaniakan pekeijaan;

Koordinasi pelayanan teknis administratif baik intern
Inspektorat maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan

periiiidanp-tndangan yang berlaki;
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Mengordinasi penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan
adfiimistrast Ui, Kepegawatsn, perericansan dan Keusngan
di lingkungan Inspektorat guna tertib administrasi;

Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya

inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
Mengoordinasi penyusunan dekumen perencanaan dan laporan
kifierjd, Staidar Operasional Prosedur (SOP) setta dokiimer
pelayanan publik Inspektorat agar penyusunan dokumen
tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan
peratitan perunidang-uidangan yang berlakis

Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peiilipkataii  Kitiejd daf  sebagai  bahian  pemibinaan
kepegawaian;

Mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  kegiatan  Sekretariat
Berdasarkai reficdtia dafi réalisasinys unfuk mchgetahod tagkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalah;

Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan Hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

Mefiberi safaf dan perimbangafi Kepadd arasan (entang

langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan
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bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai
baliaf pertimbangat a’t’ﬁg?Iﬁ dalani mengambil kebijakan 1ebik
lanjut;

— Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan

etk afasai

Sekretaris Inspektorat, membawahi :
1y Sub Bagian Periyusiiian Prograei
2) Sub Bagian Um;Jm dan Kepegawaian
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
Rificiati Tugas fiasing-masiiig Sul Bagian adalali sebagarl berikat :
1) Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
iiielaksanakan sebagian tugas pokok dai furgsl sekretariar
yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program
pembangunan  bidang  pengawasan  penyelenggaraan
perierifitaian  Daerali, fiietgidentifikast  perindsalaban,
pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan
penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugds lispektorat. Rificidn (ugas sebagai berikur |
— Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta
peratuian  yang beilaku sebapgal  pedoman  dalani

melaksanakan tugas;
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Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesiial denigan bidang fugashiys agar terwijud kinetd yaig
baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan
Program dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
Meiiiberikan petuiijuk dani binibingan kepada bawahan
agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
betlakii:

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yarig bethubuigan defgat tugas Sub Baglan Penyusitiar
Program melalui informasi dan sumber data yang ada
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
Meruinuskai Kebijakan tekiils petaksanaan pekerjadan Sul
Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat
dig’ﬁﬁa'kéﬁ sebagai dasar dalam melaksanakan pekeijaan;
Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan
pengolahan data usulan program dari masing-masing unit
Kerja sebagat bahian penyusinian prograii [ASpeKIorat
Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program
sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program

dari keglatan masiig-masing umic kema;
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Mempelajari dan menganalisis tujuan-tujuan realistis yang
dapat dicapai dalam pereficafiaqn programn sesusl dengad
kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan
anggaran sesual isu-isu senfral dan lokal sebapal baban
pengambilan keputusan;

Memberi dukungan perumusan konsep program dan
Kegiatan sertd fencafs  SEaregls  Inspekiorat agar
penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat
waktu;

Meiiyelengearakaii petivusutan dokuiiién pereficanasn daf
laporan kinega, SOP serta dokumen pelayanan publik
Inspektorat dengan membimbing dan mengarahkan
bawahan 4gar penyusufigh dokumien fersebut selesat
dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
pemndang—undangan yang berlaku;

Menvyiapkati bahan sosialisast dad Koordinasi hasit
rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit
kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;

Mengevaluast dan iienilal  kifefja/prestast bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan

kepegawaian;
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— Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Penyusiiiafi  Programi  berdasarkan  rencarnd  dai
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalan;

— Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
informast dafi pertanggungiawaban pelaksanagn tugas:

- ~Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkab/tindakan yang perlu diambil sesuai
derigafi biddng tugastiya baik secard Hsan maupud termilis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil

kebijakan lebih lanjut;

2) Sub Bagian Usiui dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Sekietariat yang mellpu pengeloldan adminisrast Ui,
kepegawaian, rumah fangga dan ketatansahaan Inspektorat.

Dengan rincian tugas :
~  Menyisui reicaiia keija Sub  Bagian Umiofil - dan
Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi
yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman

dalai tetaksanakan t0gas;
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Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesial derigai bIGANY WEASHYA 4gar terwiiud kineild yang
baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
Metiberikan petutijuk dan bliibingsi Kepads bBawahan
agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
Bertaki;

Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yag berhuburgani defigai fugas Sub Baglar Ui dan
Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
Metuititiskaii kebijakan tekiis pelaksaniasn pekerjaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

pekerjaan;

Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan
Keaiftafian 4gar selali tercipta Suasand armian, betsihi dan
tertib;

Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-
iifenyurat, peigpandast dat pengelolaan kearsipan sesusi

dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
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Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai
di ltigkungan Ifispekiorat gums ﬁié‘ﬁl’jﬁjﬁﬁg' kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengordinasikan  persiapan  pelaksanaan  kegiatan
rapat/pertemuani-perleivan  vang metputi  sdminteteast
rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat
sehingga kegiatan bejalan sesuai dengan yang diharapkan;
Merngatur petigelolaani adivifistrasi Kepegawaian yafg
meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
kenaikan p;cmgkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat,
kaipeg, taspen, Karig/Karsy, cuti dan 141 sebagalfiya vang
berhubungan dengan kepegawaian;

Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan
kesehatan pegaiwal menurut Ketertuan vang berlaka;
Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk
peningkafan kifiedd dan  sebagal bahan  pembinaan
kepegawaian;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Uditiitii  dan  Kepegawatan berdasarkan  reicana  dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan

masatah;
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Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepéegawaliarn berdasarkar hasil pelaksanaan fupas sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;

Metitbeit safdi dai pertitibangan kepadd atasai tehtang
langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
§ebagai balhiaf ﬁéﬁiﬁiﬁﬁﬁgﬁﬁ dtasaii dalam imengaimibil

kebijakan lebih lanjut;

3) Sub Bagiai Keuatigan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi

Sekretariat vafig mielipui  penigeélolaan ddmilhistrasi dan

penatausahaan keuangan dan aset Inspektorat. Dengan rincian

tugas :

Metiytisuti feficans ketja Sub Bagian Kenangan dan Asel
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta
peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman
datari mielaksanakan tupas;

Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang

baik pada bawahiad dan togas Sub Bagian Keuarigan dan

Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
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Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
agar pekefjaan Sub Bagian Keuangafi dafi Aset dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang
berlaku;

Meinpelajari perataran  pefunidang-ufidangat, kebijakai
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan
dan Asget meldlid iafoimasi dan sufiiber datd yang 4d4
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub
Bagian Ketingan dati Aset deiigan betpedamian pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
Mereliti daf memverifikasi realisasi penerimadn dan
pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti
penerimaan. dan pengeluaran untuk menghindari
kekelruan dalani pengelolaan keaafigad Inspekiorat;
Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran
dengan membandingkan target untuk mengetahui
peityerapai dnggaran Hrgkup Inspekiorac;

Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan
pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi

Keuafigaf [aSpektotat;
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Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan
satuan permegany kas apar tdak terjadi kesalakisn dalani
pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspéktorat;
Menyﬁsun instrumen pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program, Kepiamn dai anggaran  sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan
adfiitiistrast barang sesual defigdn ketentusi yang bertaki;
Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang
dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari
saftiafi  orpamisdst di  Higkumgan Trspektorat wituk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya
fethadap satuan orgaiisast di Migkungan IHspekiorat agar
penggunaann)}a efektif dan efisien,

Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanadn ttigas vang diseralikan dfifuk
peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan
kepegawaian;

Meiigevatuasi hasil pelakssndan Kegtatan Sub Bagian
Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan

periiidsalatian yang diiadapi, seftd pefiiecalian masalal;
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~ Melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

— Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil

kebijakan lebih lanjut;

¢. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas [nspektorat sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan yang dimiliki
Data lain yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini

adalah jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditampilkan

pada Tabel 4.3
Tabel 4.3
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Pendidikan
e e e
1
2 |SLTP -
3 | SLTA/Sederajat 17 orang
4 i Sarjana Muda/Diploma -
5 | Sarjana (S1) 20 orang
6 | Magister (S2) 3 orang
Jumlah 40 orang

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2017
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Berdasarkan data pada Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa komposisi
pegawai Inspektorat Kabupaten Berau terdiri atas 40 orang pegawai yang
berpendidikan SLTA/sederajat 17 orang, pegawai yang berpendidikan
Sarjana (S1) sebanyak 20 orang dan yang berpendidikan Magister (S2)
sebanyak 3 orang.

Komposisi jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Berau

berdasarkan kepangkatan/golongan dapat dilihat pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Golongan

i -

2 | Golongan II 7 orang 14,89

3 | Golongan 111 24 orang 51,06

4 | Golongan IV 9 orang 19,14
Jumlah 47 orang 100

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2017

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa komposisi
pegawai Inspektorat Kabupaten Berau berdasarkan golongan secara
persentase mayoritas adalah pegawai golongan HI yang berjumlah 24 orang
51,06%), kemudian golongan IV berjumlah 9 orang (19,14%) dan pegawai
golongan I sebanyak 7 orang (14,89%). Pegawat golongan IV, 2 {dua)
orang dan diantaranya adalah pejabat fungsional auditor, sedangkan pada
golongan 111, 12 (dua belas) orang diantaranya adalah berjabatan fungsional.

Jabatan dalam Pegawai Negeri Sipil pada umumnya terbagi dalam
dua bagian yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan

struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
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wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan kerja organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negert Sipil dalam suatu jabatan organisasi yang di dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang
bersifat mandiri, pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seorang yang
mempunyai hasil pelaksanaan tugas mandini dan untuk kenaikkan
pangkatnya mempersyaratkan angka kredit yang cukup. Untuk lebih

jelasnya jumlah komposisi pegawai yang menduduki jabatan, dapat dilihat

pada Tabel 4.5 :
Tabel 4.5
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Jabatan

fE

1 |JabatenStruktwal | Oorang | 2
2 | Jabatan Fungsional Umum 17 orang
3 | Jabatan Fungsional Auditor 14 orang

Jumlah 41 orang

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa komposisi pegawai
Hispektorat Kabupdten Berau berdasarkan jabatan adatak fﬁti&tﬁﬁ struktutal
berjumlah 21,00% (9 orang) pejabat struktural, jabatan fungsional umum
merupakan jabatan terbanyak sebanyak 41,46% (17 orang), kemudian
Jabatan fungsional auditor yang berjumlah 34,14% (14 orang).

Dalam jabatan fungsional auditor terdapat jenjang jabatan yang

membedakan posisi pada saat penugasan dimana posisi pertama adalah
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jenjang auditor madya yang bertugas sebagai pengendali teknis pada saat
penugasan, kemudian pada posisi ketua adalah jenjang jabatan auditor
muda, selanjutnya sebagai anggota adalah jenjang jabatan auditor pertama
dan auditor pelaksana lanjutan adapun komposisi jabatan fungsional auditor
berdasarkan jenjang jabatan dapat dilihat pada Tabel 4.6 :

Tabel 4.6

Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional

e T A
ST i P

3 ‘- ;, '-u%jaﬂf&mﬂtacﬂ s
Fungswnal Pefaksana Lanjutan

G-
I AR
-%E g A3

Xr

Fungsional Auditor Pertama

1
2
3 | Fungsional Auditor Muda
4 | Fungsional Auditor Madya . 3 orang 2142

Jumlah 14 orang 100
Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan jenjang jabatan didalam
fungsional auditor mayoritas adalah fungsional Auditor Pertama berjumlah
42,85 % (6 orang), kemudian jabatan fungsional Auditor Muda berjumlah
28,57% (4 orang), selanjutnya fungsional Auditor Madya sebesar 21,42% (3
orang) dan 7,14% (1 orang) mempunyai jabatan fungsional Auditor
Pelaksana Lanjutan

Data lain yang dapat ditampilkan adalah keadaan pegawai
berdasarkan diklat formal yang dikuti yaitu, diklat prajabatan, diklat
strukturat dan diklat fungsional. Diklat prajabatan merupakarn syarat untuk

pengangkatan CPNS dapat diangkat menjadi PNS, sedangkan diklat pim

adalah persyaratan seorang pegawai untuk menduduki jabatan struktural
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sedangkan diklat fungsional adalah diklat kompetensi yang dipersyaratkan
apabila seorang pegawai ingin menduduki jabatan fungsional, adapun
komposisi diklat yang telah ditkuti oleh pegawai Inspektorat Kabupaten

Berau dapat dilihat dalam Tabel 4.7 :

Tabel 4.7
Data Pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Diklat Diikuti

Diklat Fungsional Auditor 18 orang 66,66

Jumlah 27 orang 100

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum Tahun 2017

Berdasarkan data Tabel 4.7 pejabat yang menduduki jabatan
struktural semuanya sudah mengikuti diklat yang dipersyaratkan untuk
menduduki jabatan struktural sebanyak 33,33% (9 orang) dan diklat
fungsional auditor yang telah diikuti oleh pegawai Inspektorat Kabupaten
Berau berjumlah 66,66% (18 orang), dimana pegawai yang mengikuti diklat
fungsional namun belum diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 4
orang dan masih menduduki jabatan fungsional umum. Diklat prajabatan
fidak perilis tafipilkan dalaii Tabel 4.7 kareiia diklat prajabatan éiipakari
prasyarat seorang CPNS diangkat menjadi PNS. PNS di Inspektorat

Kabupaten Berau berjumlah 41 orang atau 8723% dari keseluruhan

pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Berau yaitu 47 orang pegawai.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perielitiafi il bertujuan afititk mendeskapsikan dan menganatisis
efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi
pegawai Inspektorat Kabupaten Berau.

Paratiicter yang dijadikan tolak ukor dals pembalissan penetitan
dibatasi pada pendidikan dan pelatihan formal yang terdiri atas pendidikan
strata satu (S1), strata dua (S2), diklat prajabatan, dikiat struktural dan diklat
fuifigsional. ]

Pendidikan adalah u;;aha sadar dan terencana untuk me;.;.r;Jjudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
rilefigéribangkati potefst difiiya Uftak diemiliki  Kekuatan  spiritial
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara,
Pendidikari strata sati (S1) dan strata dia (S2) adalali gelar vatg dipsroleli
seseorang setelah menyelesaikan pendidikan tingkat akhir di Perguruan
Tinggi.

Dikiat prajabatan adalah merupakan bagian dari bentuk perdidikan
dan pelatihan yang wajib diikuti bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan
mewajibkan kelulusan bagi pesertanya, karena apabila dalam 2 (dua) tahun
CPNS tersebut tidak miergikuti arau tidak utas dalam diklat prajabatan
maka CPNS yang bersangkutan akan dinyatakan gugur sebagai Pegawai
Negeri Sipil atau diberbentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Prajabatan bertujuan untik miemberikan pemahanian akan tugas-

tugas sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan aturan-aturan yang berlaku
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apabila seseorang telah diangkat sebagai PNS selain itu prajabatan juga
difiiaksudkan uittk memberikan wawasar kebarigsqat bagi CPNS yang
bersangkutan.

Diklat Pim dilaksanakan untuk mencapai kompetensi yang
dipersyaratkan uitik miendudoki jabataA  strukriral.  Seoraflg  vang
menduduki jabatan struktural tentunya dituntut untuk mempunyai
pengetahuan dan keahlian sesuai tingkatan jabatan yang diduduki

Dikla fisrigsionial adalahi diktat yarg tetiiberikan bekal pengetahuan
dan keterampilan bagi- PNS sesuai keterampilan dan keahlian yang
diperlukan dalam jabatan fungsional. Diklat fungsional adalah diklat yang
dilaksariakai oleli PNS urituk fierdapatkan Komipetensi yarig dipersyaratkan
sesuai jenis dan jenjang masing-masing jabatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi pada penelitian ini
adalali pengetahiuan pegawal Inspekiorat Kabupaten Beray teiitang bidang
tugas pengawasan, keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan,
sikap pegawai dalam melaksanakan tugas, memiliki disiplin dan kemauan
untuk mengembangkan difi.

Untuk mengetahui efektivitas pendidikan dan pelatihan pegawai
dalam meningkatkan kompetensi, sesuai hasil penelitian secara substantif
dapat dideskripsikati sebagat berlut :

Pendidikan formal yaitu sarjana {S1) dan magister (S2) serta diklat
keahlian yang diperoleh oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Berau apakah
sidah efekfif dalami ficiiigkatkan kompetensi di dalani iielaksanakan

pekerjaan, indikator pengukuran kefektifannya adalah berpedoman pada
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pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) dalam

Kofiteks pekerjasar.

1‘

Pengetahuan (Knowledge)

Pefigetdliuan adalal inforfiias yafig dikuasal seseorang baik
berupa angka maupun fakta dibalik aspek teknis untuk mengetahui
sejauh mana efektivitas pendidikan dan pelatihan terhadap hal ini
penlis melakikan wawaricara defgss staf di Sub Bagiafi Penyusutisn
Program yang n;erupakan pusat penyusunan program-dan kegiatan di
Inspektorat Kabupaten Berau berikut ini jawaban yang diberikan oleh
Staf ersebut :

“... Pendidikan formal yang telah ditempuh tidak secara
langsung memberikan pengaruh terhadap pengetahuan tentang
dunia kerja sedangkan diklat prajabatan yang diikuti
memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang manajemen
perkantoran dan organisasi modern tetapi untuk menerapkan
materi yang telah didapatkan di dalam diklat prajabatan tersebut
cukup sulit karena sifatnya yang umum untuk keterampilan yang
di dapatkan baik dalam diklat maupun dalam Pegawai yang
berada di bagian ini sudah menguasai pengetahuan dalam
bidang penyusunan program dan kegiatan untuk satu tahun
anggaran, dalam hal keterampilan pendidikan formal yang sudah
saya tempuh juga telah memberikan kemampuan kepada saya
untuk bagaimana membuat rencana kerja yang akan saya
gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan saya” (Hasil
wawancara, 10 Januari 2017)

Informan lain di staf Bagian Penyusunan Program mengatakan,

bahwa

“... Pepawal vaig beradd pada Sub Bagian Ufiufil fata-rard
berpendidikan SLTA/sederajat, sehingga dari segi pendidikan
belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan
pelayanan kepegawaian secara optimal karena rata-rata pegawai
yang lain adalah sarjana. Menurut saya, seharusnya yang
menjabat Kepala Sub Bagtan Administrasi dan Umum adalah
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berpendidikan sarjana, karena seorang sarjana atau magister
pola pikimya akan lebih baik™ (hasil wawancara tanggal 10
Januari 2017)

Informasi yang di dapatkan oleh penulis dari staf Bagian
Keuafigan dafi Aset sebagal berikit |

“... Pendidikan sekolah yang saya ikuti belum terlalu
memberikan tambahan pengetahuan dalam saya menghadapi
dunia kerja begitupun juga diklat prajabatan yang sudah saya
tkutt hanya terkesan formalitas saja karena tidak banyak
berpengaruh terhadap pengetahuan saya saat bekega di
Inspektorat, keterampilan yang saya dapat dari diklat maupun
bimtek juga terbatas karena untuk mengikuti diklat ataupun
bimtek yang diadakan lembaga penyelenggara diklat tidak ada
penjadwalan yang jelas siapa yang akan mengikuti diklat
sehingga kesannya diklat atau bimbingan teknis tadi hanya
sekedar merealisasikan anggaran saja” (hasil wawancara, 10
Januari 2017)

Taimbahian inforiiast yatg dipeéroleh staf Kasubbag Adimiiistrast
dan Umum juga menyampaikan pendapat bahwa :

“... Pendidikan dan pelatihan yang yang diperoleh baik formal
maupun pendidikan prajabatan/diklat Pim serta diklat teknis
sudah cukup memberikan pengetahuan dan sudah cukup efektif
dalam meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat
Kabupaten Berau, karena pendidikan formal akan membuka
wawasan para peserta didik.” (Hasil wawancara, 10 Januari
2017)

Untuk melengkapi data penelitian ini penulis melakukan
wawancara terhadap pejabat fungsional auditor, yang berpendapat

«... Penididikan forial yang ditempuli di pergurian tnggt sudak
memberikan kontribusi terhadap pekerjaan yang saya hadapi
sekarang, karena saya pada saat kuliah mengambil jurusan
akuntansi sesuai dengan bidang tugas saya sekarang sebagai
seorang audiftor sehingga saya merasa terbantu sekali dalam
menghadapi tugas-tugas di kantor, sedangkan diklat prajabatan
yang telah saya ikuti sebelum saya diangkat menjadi PNS juga
memberikan tambahan pengetahuan, merubah pandangan dan
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sikap saya dalam bertindak menghadapi persoalan yang muncul
di dunia kerja.” (hasil wawancara, 10 Januari 2017)

Pejabat fungsional auditor lain yang penulis wawancarai
memberikan pendapat sebagai berikut :

“... §ay4 adalal sarjana pertaian dan miggister iy Hagkimga,
menurut saya pendidikan yang sudah saya tempuh di perguruan
tinggi tidak secara langsung memberikan kontribusi terhadap
bidang tugas saya karena sekarang saya lebih banyak
berhubungan dengan audit keuangan dan minim pada ilmu yang
saya dapat dari perguruan tinggi, namun sebelum diangkat
menjadi seorang pejabat auditor seorang pegawai akan diikutkan

= diklat pembentukan yang memberikdin pengetahuan fentang
tugas-tugas seorang auditor sehingga saya dapat terbantu untuk
memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tugas sebagai
seorang auditor, untuk diklat prajabatan sebelum saya diangkat
menjadi seorang PNS, saya diberikan pembekalan tentang ilmu-
ilmu manajemen kepegawaian dan wawasan kebangsaan,
menurut saya dalam praktek diklat prajabatan tidak memberikan
kontribusi dalam meningkatkan keterampilan saya dalam
melaksanakan pekerjaan di tempat saya kerja, karena saya
merasa diklat prajabatan tersebut hanya memberikan pengenalan
dasar dan merupakan formalitas saja karena untuk kelulusannya
tidak benar-benar dilakukan penilaian secara obyektif, saya
harap diklat prajabatan yang akan datang untuk dapat lulus
benar-benar memberikan persyaratan yang lebih ketat, schingga
dapat memberikan kompetensi untuk menjadi seorang pegawai
negeri untuk diklat struktural saya belum pernah mengikuti, tapi
untuk diklat fungsional pembentukan auditor diklat: yang
dirancang untuk meningkatkan pengetahuan,
keahlian/ketrampilan, dan sikap profesional dengan dilandasi
kepribadian dan etlka agar dapat ficlaksanakan tugas-tugas
pengawasan secara profesional, efisien, dan efektif serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Memiliki pengetahuan,
keahlian/ketrampilan dan sikap profesional sesuai dengan
standar kompetensi auditor. Mampu mengimplementasikan
pengetahuan, keahtian/ketrampilan dan sikap profesional yang
dimiliki dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara
efisien dan efektif Mampu memelihara dan mengembangkan
pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap profesional
secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang pengawasan.”(hasil wawancara, 11
Januari 2017)
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Pejabat fungsional auditor yang lain juga memberikan
pendapatiya |

113

Pendidikan formal dan diklat prajabatan serta diklat
fungsional yang saya ikuti telah memberikan tambahan
wawasan pengetahuan kepada saya dalam menghadapi dunia
pekerjaan.” (hasil wawancara, 10 Januari 2017)

Berdasarkan atas beberapa jawaban yang diberikan oleh
informan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara
pendidikan foral, diklar steukeural dan diklar fungsional vang diikod
oleh- pegawai Inspektorat Kabupaten berau terhadap pengetahuan
pegawai Inspektorat Kabupaten Berau atau dapat dikatakan tujuan dari
pendidikan dafi gelathian tesebut dapat eicapai Sesual dengan harapan
para pegawai. Walaupun ada beberapa pegawai yang merasa bahwa
pendidikan formal maupun diklat prajabatan tidak secara langsung
mieiiiberikan pengariti daladii merinigkatkani Kompetensi pengettivan
pegawai Inspektorat Kabupaten Berau dalam dunia kerja dikarenakan

pendidikan yang ditempuh tidak berkaitan secara langsung dengan

bidafg pefigawasan

Keteramnilan (S&ill)

Fokus Kottpetensi selatjuttiya adalal Keteramptlan  (skill)
Menurut Pradiansyah (1999:59) keterampilan adalah suatu kemampuan
yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas pokoknya sesuat
dérigati bidafig keja yang difekuii.

Keterampilan seseorang didasari oleh bakat, minat, kebiasaan

dan kepentingan yang ingin dicapai, hal ini membentuk keterampilan
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pegawai yang handal dalam mengembangkan aktivitas kerja, cakap
dalati ketersmipilan yatg dimilikt dan ahili padd bidsig yatig diteku.
Sulastyo {2000:154) menyatakan bahwa keterampilan sangat berperan
penting dalam meningkatkan motivasi sumber daya manusia.

Keterafiipitan ditertokan oleh: (1) kelisadalan mienyelesatkan tuigay

memiliki keahlian dalam aplikasi tugas pokok. Kemampuan untuk

mienunjukkan fugas pada tinpkat keiterls yang dapac diteriimia secara

pokok tepat waktu, (2) cakap dalam keterampilan proses kerja, dan (3)
| terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit, dikaitkan dengan
|
|

pendidikan dan pelatihan, keterampilan sendiri adalah kemampuan,
kecakapan, Kepandaian, kecekatan pegawai dalani fiienyelesaikan tugas
pekerjaan dan penggunaan peralatan kerja sehari-hari, berdasarkan
wawancara penulis dengan Inspektur Pembantu Wilayah II yang
fiiiyampaka |

“... Pendidikan formal yang ditempuh tidak dapat secara
langsung diterapkan di dunia kerja alasan beliau adalah antara
pendidikan yang ditempuh dengan posisi jabatan sekarang
berbeda, adapun beliau adalah seorang sarjana pertanian
sedangkan dunia pekerjaan sekarang lebih pada audit keuangan
selain itu karena pendidikan formal (bangku kuliah} teori
porsinya lebih besar daripada praktek sehingga tidak langsung
siap pakai, berbeda dalam dunia kerja, namun beliau
mengatakan bahwa di perguruan tinggi ~memberikan
keterampilan  menganalisis  suatu  permasalahan  dan

memecahkan permasalahan lebih baik dibandingkan di SLTA
sederajat.” (Hasil wawancara, 11 Januari 2017)

Selaini kepada Inspekeur Pembatity Witagali II penulis juga

mewawancarai Inspektur Pembantu Wilayah III, yang memberikan
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pendapat hampir sama dengan Inspektur Pembantu Wilayah II tadi hasil
- Wawaricard perialis ;

“... pendidikan formal di perguruan tinggi lebih banyak
memberikan teori tanpa memberikan cukup keterampilan di
dunia pekerjaan, keterampilan yang didapatkan didunia
pekerjaan didapatkan setelah terjun langsung pada pekerjaan
yang digeluti, namun keterampilan yang didapatkan di
perguruan tinggi adalah keterampilan dalam menganalisis

|
| permasalahan dan bagaimana berpikir secara obyektif untuk
! memutuskan sesuatu hal.” (hasil wawancara, 11 Januari 2017)

Penlis jugd mewawaticaral Kasiubbag, Pefiyusunian Programi
- yang memberikan pendapat beliau dalam wawancara berikut ini :

“... Pendidikan tinggi yang ditempuh sudah memberikan
perbaikan stkap berupa rasa diri, tapi untuk keterampilan masth
belum memberikan kontribusi secara nyata, karena jurusan saya
pada saat kuliah lebih banyak memberikan teori, sedangkan
keterampilan yang saya dapat lebih banyak saya dapatkan dari
kursus-kursus. Setelah saya berada di dunia kerja, sebelum saya
menjadi PNS saya mendapatkan pembekalan berupa diklat
prajabatan, dalam diklat itu diajarkan tentang pengetahuan
untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika
Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya
organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya
sebagal pelayan masyarakat, saya rasa sudah cukup efektif,
setelah itu saya mengikuti diklat kepemimpinan untuk dapat
menduduki jabatan struktural, menurut saya diklat ini juga sudah
memberikan tambahan pengetahuan dan  keterampilan
manajerial, jadi menurut saya pendidikan, diklat maupun bimtek
yang sudah saya ikuti sudah secara efektif memberikan
kontribusi secara nyata terhadap pengetahuan, keterampilan,
sikap dan kemampuan saya sehingga saya merasa pendidikan
dan pelatihan yang sudah saya tempuh sudah memberikan
kontribusi positif.” (hasil wawancara, 11 Januari 2017)

Peitdapat yanig Hafipir seriipa juga disampaikan olell Kasubbag,

Administrasi dan Umum, yang memberikan jawaban sebagai berikut :

“... Pendidikan dan pelatthan yang didapatkan baik itu
pendidikan melalui sekolah formal maupun diklat pada saat
berada di lingkungan kerja secara efektif telah memberikan
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pengaruh terhadap peningkatan kompetensi saya dan pegawai
yang lain.” (hasil wawancara. 12 Januari 2017)

Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Kasubbag
Keuangan dan Aset di Inspektorat Kabupaten Berau yang memberikan
jawaban sebagat berikat

“... Menurut saya diklat prajabatan dan diklat pim yang saya

ikuti telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana berpikir

dan beriindak sebagai seorang pegawai negeri sipil, selain itu
diajarkan mangjemen kepegawaian, bagaimana mengelola
kepegawaian dan untuk pendidikan formal walaupun tidak
secara langsung telah memberikan pengaruh secara signifikan
terhadap pengetahuan saya dalam mengahadapi tugas-tugas di
kantor karena kebetulan saya berlatar belakang sarjana ekonomi
dan saya ditempatkan di bagian keuangan, untuk keterampilan
dan kompetensi dalam jabatan saya memerlukan pengetahuan
manajerial dan keterampilan tersebut saya dapatkan dari diklat
maupun bimtek-bimtek yang diadakan oleh pemerintah bekerja
sama dengan pihak swasta, seperti bimtek pengelolaan

keuangan, bimtek penyusunan anggaran dan bimtek pengadaan
barang jasa pemerintah.” (hasil wawancara, 12 Januari 2017)

Parameter kompetensi yang ingin peneliti ketahui berikutnya
adalal kreativitas pepawal dalami imielaksdnakat dai fienyelesaikai
pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para analis bahwa
pegawai yang memiliki kreativitas akan menen‘;ukan seberapa baik
Kinefjda pegawal tersebiit artinya pegawal tersebut fiefiiliki kofripetensi
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam
penelitian ini kreativitas pegawai terkait dengan pelayanan administrasi
kepegawalafi daf perkantoran vang dikendalikan aleli Sub Bagian
Administrasi dan Umum. Untuk mendapatkan bagaimana tingkat

kreativitas pegawai sebagai salah satu komponen kompetensi pegawat

ddii sisi keterampilan fitakd pefiulis siiewawaticaral beberdpa pejabar
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fungsional auditor yang banyak membutuhkan pelayanan administrasi
dari baglan ini berikit hasit wawaricara denigan pegawal funigsional
auditor :

“... Menurut saya keterampilan pegawai dalam hal kreativitas
dalam menjalankan pekegaan belum terlihat karena masih
banyak kebutuhan pegawai yang tidak terakomodir dengan baik
misalnya tentang data pegawai yang mengikuti diklat, jadwal
diklat dan pengurusan kenaikan pangkat pegawai yang tidak
terlalu dipahami oleh bagian ini.” (hasil wawancara, 13 Januari
2017)

Pendapat yang sameé disampaikan oleh pejabat fungsional
berikutnya yang mengatakan bahwa :

“... Segi kreativitas ini kemungkinan besar berkaitan dengan

tingkat pendidikan dari Kepaia Sub Bagian Administrasi dan

Umum yang hanya berpendidikan SLTA sehingga untuk

berpikir kreatif juga susah, selain itu dipengaruhi dengan tidak

adanya keinginan pegawai yang bersangkutan untuk
mengembangkan diri dan mempelajari metode-metode baru
untuk menjalanakan administrasi perkantoran modemn.” (hasil

wawancara, 13 Januar 2017)

Berdasarkan hiasil wawsnicard dan Hastl observasi darl penelit
dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai dalam hal keterampilan
dengan indikator kemampuan merencanakan, kreativitas dan
kemampian Mmemimipin masth Katafig ieniadal sehingga banyak
pekerjaan dalam pelayanan administrasi kepegawalan dan pekerjaan
lain yang tidak bisa tertangani dengan baik, misalnya saja ketika
peielitt inemintg dafed penijagast diklar bapl pepawal Inspekrorar tidak
tersedia selain itu penyusunan arsip kepegawaian yang belum tertata

dengan baik
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3. Sikap (Attitude)

Fokus perelitian selafijuttiva adalah sikap (airide) adalah cats
berpikir dan bertindak seorang pegawai yang ditujukan kepada orang
lain di lingkungan keganya, kemampuan dalam mengendalikan diri,
sikap yang jujur dalai beketja dafi koniitiiet tethadap pekerjagn, sikap
adalah bagian hakiki dari kepribadian seseorang namun sejumlah teori
mencoba memperhitungkan pembentukan dan perubahan sikap. Salah
SAT0 fE0H vahg iﬁéﬁYﬁfﬁKﬁﬁ Baliwa oAty “fieHcarl Kesesuatan afitira
keyakinannya dengan perasaannya terhadap obyek” dan
mengemukakan bahwa perubahan sikap tergantung pada perubahan
perasaar afu Keyakinian, Inforiiasi vang &f dapatkan penelit dar
informan adalah sebagai berikut :

‘... pendidikan dan pelatihan yang telah saya tempuh baik di

perguruan tinggi maupun diklat prajabatan dan diklat formal

yang lain telah memberikan saya bekal untuk bersikap dan
bertindak secara jujur dan komitmen terhadap pekerjaan saya. “

(hasil wawancara, 13 Januari 2017)

Informasi tambahan yang didapat dari pegawai Inspektorat :

“...diklat prajabatan masth bersifat umum belum secara khusus

mengarahkan kita pada pekerjaan sedangkan untuk teknis

pekerjaan akan didalami pada saat kita sudah bekerja sedangkan
untuk diklat lainnya terkadang ditemui pegawai tidak dapat
menerima mater: yang diberikan pada saat diklat sehingga diklat
yang diikuti tidak dapat diaplikasikan di dalam pekerjaannya
selain itu sudah menjadi kebiasaan saja bahwa diklat selain
prajabatan dan diklat pim hanya merupakan sarana jalan-jalan
pegawai saja dimana materi yang diberikan widyaswara tidaklah
penting akibatnya dikiat yang ditkuti menjadi tidak efektif”
(hasil wawancara, 16 Januari 2017)

Tambahan informasi didapatkan penulis dari pejabat fungsional

auditor yaig berpendapat ¢
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“... pendidikan saya di perguruan tinggi baik jenjang sarjana
maupun pasca sarjana telah memperkaya wawasan dan pola
pikir saya menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab
terutama dalam mengemban tugas yang diamanahkan kepada
saya, selain itu saya mendapatkan pengetahuan untuk dapat
berpikir secara sistematis dan melaksanakan sebuah pekerjaan
dengan terlebih dahulu membuat perencanaan, sedangkan diklat
parajabatati yan sayvd ikutt waldupodn Hanya sebetitar sudah
memberikan pemahaman kepada saya bagaimana bekerja
sebagai seorang pegawai negeri. Kejujuran dan komitmen dalam
pekerjaan saya rasa bukan didapatkan dari pendidikan formal
semata ataupun diklat-diklat tapi melalui pendidikan keagamaan
yang didapatkan dari lingkungan keluarga karena karakter
tersebut dibentuk mulai dari pendidikan dasar dan semakin kuat
pada saat kita dewasa ditempa dengan berbagai macam
persoalan schingga kita dapat berpikir untuk dapat
menyelesaikannya.” (hasil wawancara, 16 Januari 2017)

Sebagal periberi informiast utia fiaksa penuts  miemilnra
keterangan dari Inspekiur Inspektorat Kabupaten Berau sebagai
informan kunci untuk memberikan pendapat tentang efektivitas
pendidikan dan pelatikian terhadap Komipetenst pegawai Tnspekrorar
Kabupaten Berau. Menurut pendapat Inspektur Inspekiorat Kabupaten
Berau dilihat dari pengetahuan pegawai dalam hal kemampuan berpikir,
fieimahami pekerjaan denigan bailk denigan mienjalankan posist, peran
dan fungsi secara efektif sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya didalam struktur organisasi juga dalam hal melaksanakan
Keteramipilan fekiiis di dalafii peketrjaan sudali cukup baik.

Selanjutnya penilaian saya dari aspek keterampilan yang di
dalamnya mencakup kemampuan merencanakan, kreatifitas dan
kemampian memimpin jugs terlibar sudak balk, kareria para pepawat
yang ada di Inspektorat Kabupaten Berau sudah dapat menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
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Demikian juga dalam bal bersikap saya selalu menekankan
peritaku posidf dalam pekerjasr detigan tienigedepankan sikap optiftiis
dan berperilaku jujur dalam bertugas serta mempunyai komitinen yang
kuat untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena Inspektorat
mieriipakan  organisast perangkar  ddersl yang beérperan dan
bertanggungjawab sebagai pengawas intern pemerintah daerah yang
hasil akhirnya berupa laporan hasil pengawasan yang digunakan Kepala -
Daetshi sebagatl bahan pertiinbatigan dan peribusr Keputusan reitiadap
permasalahan y:ng muncul di lingkungan Pemerintah Kabui)aten
Berau. Jadi dari segi sikap saya merasa bahwa pegawai Inspektorat
sudah fitemiliki kemanipuan bersikap jujur daf tienipiiayal Koiiiitmnen
yang tinggi untuk menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Inspektur
laspektorat Kabupaten Berau di stiipulkan perididikan dan pelatiliain
yang di ikuti oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Berau sudah efektif
dalam meningkatkan kompetensi.

Berdasarkan observasi dan pefigamatan penlls, ddak seiiva
pegawai Inspektorat menguasai tugas dan fungsinya secara baik, dalam
melaksanakan tugasnya tidak ada inisiatif dan kreatifitas untuk
meyelesaikan pekerjaan yang merupakad tafigoungiawabnyd, (erucama
pada bagian administrasi dan umum yang menangani kepegawaian di

Inspektorat Kabupaten Berau diantaranya masalah pendidikan dan

pelatitian pegawal.
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4. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas

PeiididiKaii dan Pelatilisn Dalatii Meningkatkan Kotiipetetisi Pegawai

Inspektorat Kabupaten Berau

a.

b.

Faktor-faktor pendukung meliputi :

Iy

2)

3)

Tersedianys Badan dan Lembaga penyelengpars pendidikan
dan pelatihan baik pemerintah maupun swasta
Adanya peraturan yang menjadi dasar pertimbangan bagi
pegawal untik fenifigkatkan kompetensiiya

g :

Adanya komitmen Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau

untuk meningkatkan kompetensi pegawai

Fakior-fakior penghatmibat fiielipti :

1)

3)

Terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Inspektorat
Kabupaten Berau sehingga dalam melaksanakan pekerjaan
Bersifat tekiis yang di dalamnya dipettukan tangguny jawab
karena sifatnya rahasia di serahkan kepada Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Masili terdapat pepawal yang menungey perintai terebili
dahulu dalam melaksanakan pekerjaan tanpa ada inisiatif dan
kreativitas dalam melaksanakan tugasnya.

Terbatastiva ketersediaan dana untak tiengikut pendidikan
dan pelatihan guna menambah pengetahuan dan keterampilan

pegawai serta




4)

5)

43118.pdf
124
Terbatasnya ketersediaan tempat penyelenggaraan diklat bagi
atditor di Badan Pefigawasan Keugagan dan Pembatguiai
pendidikan formal
Minat dan kemauan pegawai untuk meningkatkan
keterampilan daf keatilian Beluid optifial, sehigps terdapat

perbedaan kemampuan pegawai.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beérdasarkan hasil penclitian, amahisis dan pemibatissan fefitang

efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi

pegawai Inspektorat Kabupaten Berau maka dapat disimpulkan sebagai

berikiit |

1.

Efektivitas pendidikan dan pelatihan terhadap pengetahuan pegawai

-
g

Inspektorat Kabupaten Berau yang terdiri dari segi kemampuan berpikir,

sudah dapat dikatakan efektif karena hampir semua informan
memberikan jawaban positif terhadap pertanyaan peneliti.

Pegawal Inspektorat sebagian besar telali miemiliki Keferatipilan yang
dibutuhkan, namun pada Bagian Administrasi dan Umum yang
menangani administrasi kepegawaian masih kurang memahami tugas
pokok dail furigsifiya, inl di sebabkan karena Keterbatsan sumiberdaya
pegawai yang menempati bagian tersebut, baik tingkat pendidikan
maupun pola pikirnya. yang tidak ingin berubah menyebabkan inisatif
dafi kKrearivitas pegawai masihi Kurafg,

Hambatan yang dihadapi oleh pegawai Inspektorat adalah tidak adanya
program pelatihan dan pendidikan staf yang tersetruktur, terbatasnya
jumitali pepawal, keterbatasan dand dafi kesempatan bagt pegawai utinuk
meningkatkan pengetahuan karena keterbatasan ruangan dar

penyelenggara diklat khususnya diklat

125
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fungsional dan subtantif bagi auditor serta minat dan kemauan pegawai
uﬁfllk medifigkatkati Keterampitan da kealitiafiiva yafg Geli optifiat,
sehigga terdapat perbedaan kemampuan pegawai.

Faktor-faktor pendukung adanya peraturan yang memuat tentang
perluriya miengikuti pendidikan dan keterampilan pegawal dan juga
komitmen dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau untuk
mengikutsertakan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan kKompetensi pegawit

B. Sdrdi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan dari hasil

pembahasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1.

Pads aspek pengetativan pegawal, diperlukan upsys pericipradn fany
yang kondusif bagi pegawai dengan memberikan kesempatan
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi agar mampu berpikir
aiiglifi§ terhadap fmiasalah yang Kofipleks dan dpar miampa fieldhirkan
ide-ide kreatif, mendorong pegawai agar memiliki kemampuan dalam
melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada aspek kererampitan, dipertukan upaya dai peihatian pimpinan bagt
pegawai dengan pemberian pelatihan yang relevan dengan tugas
pekerjaan pegawai dan perlunya dorongan motivasi pegawai yang lebih

piat lagi dalami meningkatkan produktivicss Kefa pegawai terutainia
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dalam penggunaan alat-alat terbaru dalam mengikuti perkembangan
tekiiolopi dan Hiformiast.

Berdasarkan aspek sikap pegawai, penulis menyarankan diperlukannya
pengembangan pelatihan dan training baru agar sikap maupun perilaku
pepawal tetap terkornitrol sehifigpa diharapkan dapat menciptakan
profesionalisme kerja maupun peningkatan kineja pegawai dalam
memberikan pelayanan baik pada pegawai dilingkungan Inspektorat

Kabupatei Berai maupui diluar Inspekiorat Kabupaten Berau.



43118.pdf

128

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, M dan H.Murlis. (2003). Masnajefiiert [fiibalan. Térjéniahai Réiﬁiéla’ﬁ’.
Buku Ke-1. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

Bugin, B. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Creswell, J W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif; Kuantitatif, dan
Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Donalson, L, and Scannel. E. E. (1993). Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Jakarta: Gaya Media Pratama

Daniii, 8. (2004). Metivasi Keépeniinipinan dan Efektivifas Kelonipok. Jakatia:
PT. Rineka Cipta

Etzioni, A. (1985). Organisasi-organisasi modern. Jakarta: Press Universitas
Indonesia.

Gibsen, I. (1984). Orgarnisasi dan Manajéiién Perilaku Strukfur Proses. Jakarta:
Penerbit Erlangga.

Gitosudarmo, I dan Agus, M. (2001). Prinsip Dasar Manajemen. Edisi Ke-3.
Yogyakarta: BPFE.

Gibsor, J. L. (2003). Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses. Jilid I, Edisi VIIL
Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Hidayat. (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Penerbit
Gajah Mada University Press.

Hasibuan, M. 8. P. (2007). Mangjeriieni Sutiibef Ddya Manusia, Edisi Rewvisi,
Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Komarudin, (1994). Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, H. S. B. dan Husaini M. (1987). Teori Organisasi (Suatu Pendekatan
Makro), Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas
Indonesia

Miles, M. B, and Huberman A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah Tjetiep Rohendi Rohidi).
Jakarta: UI-Press

Milles. M and Haberman. A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta:
Universitas Indonesia Press.

128




43118.pdf

129

Martoyo, S. (1998). Pengetahuan Dasar Managemen dan Kepemimpinan.
Yogyakarta: BPFE.

Moleong, L. J. (1999). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,

Mathis, dan Jackson, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama,
Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat

Moekijat. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pionir Jaya

Moleong, J. L. (2005). Metode Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Raja
Rosdakarya.

Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka
Cipta

Nawawi, H. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press

Peters, T. J, Waterman, RH. (1982). In Search of Excellence: Lesson from
America’s Best Run Companies. New York : Harper & Row, Pub.

Prasetyo B.S. (1984). Dalam Menuju SDM Berdaya. Jakarta: Penerbit Bumi
Aksara

Peter, J. P and Jerry, C. O. (2002). Perilaku konsumen dan strategi pemasaran.
Terjemahan. Jakarta: Erlangga

Prihadi, S. (2004). Kinerja, Aspek Pengukuran. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Palan. R. (2007). Competency Management. Jakarta: Pusat Pengembangan
Manusia.

Robbins, S. P. (1994). Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta:
Arean.

Rivai, Veithzal, Ella, J. S. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teort
ke Praktik. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Rivai, H. V dan Ella, J. S. (2011), Manajemen Sumber Daya Manusia untuk
Perusahaan dari Teori ke Praktik Edisi Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers

Steers, M. R. (1985). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Penerbir Erlangga.

Simanjuntak, P. J (1985). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Penérbif Fakultas Ekotioriti Ul

Schemerhon J. R. Jr, James. G. H & Richard. O (1991). Managing Organizational
Behaviour, 4 th Ed, New York : John Weley & Sons. Inc




43118.pdf

130

Spencer, M. L and Spencer, M. S. (1993). Competence at Work:Models for
Superrior Performance, John Wily & Son. USA: Inc,New York.

Simamora, H. (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Bagian
Penerbitan STIE YPKN.

Schuler, Randall S, Susan E Jakson. (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia:
Menghadapi Abad K¢ 21. Jakarta: Erlangga..

Simamora, H. (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Bagian
Penerbitan STIE YPKN,.

Smith, Andrew. (2000). Training and Development In Australia. Second Edition.
Reed International Books Australia: Pty Buuterworths..

Soedaryono. (2000). Tata Laksana Kantor. Semarang: Togamas.

Simamora, Bilson. (2001). Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan
Profitabel. Edisi pertama. Jakarta: PT. Gfamedia Pustaka Ufama

Siagian, S. P. (2007) Manajemen Sumber Daya Manusia,. Jakarta: PT. Bumi
Aksara

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D). Bandung; Alfabeta.

Thoha, M. (2005). Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Prenada
Media.

Tjakraafmadja, hidajat Janii dan Donald Créstofel Lantu, (2006), Knowledge
Management dalam Konteks Organisasi Pembelajar. Bandung : Sekolah
Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung.

Wahjosumidjo. (1995). Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya: Jakarta: PT. Raja-Grafindo

Wahyudi, B. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Sulita
Widjaja, A.W. (2006). Administraasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali.
Wibowo. 2007. Matajeimén Kifierja. PT. Raja Grafiiido Parsada; Jakarta.

Eva, N, Adam, I dan Heryono, S. U (2016). Pengembangan Kompetensi Pegawai
Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat. eJournal
Administrative Reform fisip-unmul- Vol.- 4 No. 2, 267-277

Moningka, B. S (2014). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan
Publik di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota
Tomohon. ejournal.unsrat Vol. 1. No. 4




43118.pdf
131

Misnawati. (2016). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan
Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara. ejournal.an fisip-unmul.ac.id.
[lmu Administrasi Negara, Vol.4 No.I : 2592 — 2604

Okky, S dan Asep, K. (2013). Pengaruh Motivasi dan Pelatihan Terhadap
Kompetensi Kerja Serta Implikasinya Pada Produktivitas Pegawai Dinas
Perhubungan Kota Bandung. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship
Vol. 7, Ne¢. 2, 74-83

Rafles, T. S dan Mulyadi. (2015). Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Mimbar Jurnal Penelitian Sosial
Politik; Vol. 4. No, 2,37-41

Takaonselang, A. C (2014). Efektifitas Diklat Dalam Meningkatkan Kualitas
Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintah Di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe ejournal.unsrat Vol. 1. No. 3

Peraturan Pererintal RI No. 101 Takut 2000 téntang Péndidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil




LAMPIRAN




43118.pdf

Lampiran 1

U

10.

Pedoman Wawancara :

Apa pendidikan Terakhir Bapak/Ibu ?
Tahun Berapa Bapak/Ibu diangkat menjadi PNS?
Apakah Bapak/Ibu sudah mengikuti diklat prajabatan?
Bagaimana pendapat Bapak/Tbu setelah mengikuti diklat prajabatan?
Setelah Bapak/Ibu bekerja di Inspektorat Kabupaten Berau diklat apa saja
yang sudah Bapak/Ibu ikuti?
Bagaimana menurut Bapai/Ibu efektivitas diklat yang telah di- ikuti
tersebut?
Dihubungkan dengan kompetensi dalam pekerjaan apakah diklat tersebut
memberikan pengaruh terhadap Bapak/Ibu?
Bagaimana menurut Bapak/lbu peningkatan kompetensi setelah mengikuti
diklat dilihat dari :
a. Aspek Pengetahuan :
1) Kemampuan berpikir
2) Memahami pekerjaan dengan baik
3) Mempunyai keahlian teknis
b. Aspek Keterampilan :
1) Kemampuan merencanakan
2} Kreatifitas
3) Kemampuan memimpin
c. Aspek Sikap :
1) Kejujuran
2) Kemampuan mengendalikan diri
3) Komitmen terhadap pekerjaan
Apakah ada hambatan dalam peningkatan kompetensi pegawai di
Inspektorat Kabupaten Berau?

Apa rencana yang akan ditempuh untuk meminimalisir hambatan tersebut?
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Lampiran 2
DAFTAR OBSERVASI

1. Keadaan fisik Kantor Inspektorat Kabupaten Berau
2. Lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Berau
| 3. Ruangan kerja kantor Inspektorat Kabupaten Berau
4.  Sarana dan prasarana kantor Inspektorat Kabupaten Berau

5. Suasana kerja pegawai Inspektorat Kabupaten Berau
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Lampiran 3

DOKUMEN PENELITIAN

1.  Manajemen
a. Rumusan visi dan misi Inspektorat Kabupten Berau
b. Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kabupaten Berau
2. Data Pegawai
a. Daftar jumiah écgav;iai Inspektorat Kabupaten Berau
b. Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Inspektorat
3.  Pedoman dan Peraturan
a. Peraturan Daerah Kabupaten Berau
b. Peraturan Bupati Berau
c. Deskripsi Tugas Inspektur, Irban, Kasubbag dan Staf Pegawai
d. LAKIP




Lampiran 4

Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Berau
Berdasarkan Peraturan Bupati Berau No. 49 Tahun 2016

INSPEKTUR
[ 1
1
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
I ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNANPROGRAM | [UMUM DAN KEPEGAWAIAN| | KEUANGAN DAN ASET [

l [ [

INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU | | INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAHI WILAYARII WILAYAHII

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAHIV
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan
sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur
yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan
mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada
perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan
persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil
melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai
Negeri Sipil secara menyeluruh.

bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
mengacu pada kompetensi jabatan;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang
perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
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Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara
Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggsung jawab,
wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil
Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur
dan Bupati/Walikota.

Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah
Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas
pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian
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pemanfaatan lulusan Diklat.

Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas
pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat
yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik,
mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen,
Lembaga Pemerintah Non Departemen , Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tingegi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan
pengelolaan Diklat.

BAB I
TUJUAN DAN SASARAN DIKALT

Pasal 2

Diklat bertujuan :

d.

meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa;

memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan
yang baik.

Pasal 3

Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang mewakili kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing.
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BAB Il
JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4
Jenis Diklat terdiri dari :
a. Diklat Prajabatan;
b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

(1)  Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
(2)  Diklat Prajabatan terdiri dari :

a. Diklat Prajabatan Golongan | untuk menjadi PNS Golongan (;

b. Diklat Prajabatan Golongan Ii untuk menjadi PNS Golongan Il;

C. Diklat Prajabatan Golongan lil untuk menjadi PNS Golongan I,
Pasal 6

(1)  CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.
(2)  CPNS wajib mengikuti dan lulus Dik(at Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 7

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka
pembentukan wawasan kebangsaan, keperibadian dan etika PNS, disamping
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang
tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya
sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 8

(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

(2)  Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :

a. Diklat Kepemimpinan;
b. Diklat Fungsional;
C. Diklat Teknis.
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Pasal 9

Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan
jenjang jabatan struktural.

Pasal 10

Diklatpim terdiri dari :

a

b
C.
b

(1)
2)

(1)
(2)
(3)

Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon |V,
Diklatpim Tingkat Il adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IlI;
Diktatpim Tingkat Il adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon Ii;
Diklatpim Tingkat | adalah Diktatpim untuk Jabatan Struktural Eselon [;

Pasat 11

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang
sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 12

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara
berjenjang.

Jenis dan jenjang Diklat. Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

BAB IV
PESERTA DIKLAT

Pasal 13

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.




(1
(2)
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Pasal 14

Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan
Struktural.

PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan
mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya.

Pasal 15

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan
Fungsional tertentu.

Pasal 16

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis
dalam pelaksanaan tugasnya.

(1)
(2)

(3)
(4)

(3)

BAB V
KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 17

Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan
pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur
ahli lain.

Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional. - .

Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 18

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa.

BAB VI
TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 19

Tenaga kediklatan terdiri dari :
Widyaiswara;

d.




(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)
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Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah;
Tenaga kediklatan lainnya.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 20

Sarana dan Prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah
peserta diklat.

Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana diklat.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 21

Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal.
Penyelenggaraan diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka.
Penyelenggaraan diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di
alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistemn jarak jauh.

Pasal 22

Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang
terakreditasi.

Diklatpim Tingkat 1V, Diklatpim Tingkat Ill, dan Diklatpim Tingkat II
dilaksanakan oleh Lembaga diklat Pemerintah yang terakreditast.

Diklatpim Tingkat ! dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang
terakreditasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 23

Pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

BAB X
PENGENDALIAN DIKLAT
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Pasal 24
Instansi Pengendali bertugas melakukan :
a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan;
b. pengawasan standar kompetensi jabatan;
C. pengendalian pemanfaatan tulusan diklat.
Pasal 25

Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik
tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti
serta melaporkan hasilnya kepada lnstapsi Pengendali.
BAB XI
PEMBINAAN DIKLAT

Pasal 26

(1)  Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan.
(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyusunan pedoman Diklat;

b bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;

c bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;

d standarisasi dan akreditasi Diklat;

e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara;

f. pengembangan sistem informasi Diklat;

g pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;

h. pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja,

kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

Pasal 27
Pejabat pembina kepegawaian melakukan :
a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan
kebutuhan instansinya;
b. evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan

serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.

Pasal 28

(1)  Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan




(2)

(1)
(2)
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tungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
a. penyusunan pedoman Diklat;

b. pengembangan kurikulum Diklat;

C. bimbingan penyelenggaraan Diklat;

d evaluasi Diklat.

Pasal 29

Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan
berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
penyusunan pedoman Diklat;

pengembangan kurikulum Diklat;

bimbingan penyelenggaraan Diklat;

evaluasi Diklat.

en oa

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijaksanaan nasional bagi
pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon | dan Pejabat Politik,
diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oleh Instansi
Pembina.

(1)

(2)

Pasal 31
Diklat yang diatur datam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti puta oleh
Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan peserta tamu dar
negara-negara sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dalam Diklat yang diselenggarakan di
[uar Instansi atau di luar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

BAB X1l
KETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 32

(1)  Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan
Pemerintah ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebelumnya.

(2) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan
sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut :

a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV;
b. Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat IlI;
c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II;
b. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat 1.

(3) Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus SESPA/SESPANAS dianggap telah
mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat Il dan Diklatpim Tingkat I.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
diatur oleh Instansi Pengendali, Instansi Pembina, dan Instansi Penyelenggara secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku
lagi. -

Pasal 35
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya datam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA




43118.pdf

NOMOR 191 TAHUN 2000
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keaditan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, PNS sebagai unsur utama
sumber daya mansia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis
dalam mengembang tugas pemerintahan dan pembangunan,

Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuandan mencapai tujuan
nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna,
sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat
dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis.

Untuk membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas, diperlukan Diklat yang
mengarah pada :

a. peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.

b. peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;

C. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang

dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai
dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

a. diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;

b. diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS;

C. sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat;

d. diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan

jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan
kader pimpinan dan staf.
Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi
pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan kepemerintahan vang baik adalah
kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi,
efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
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Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan
struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Pasal 10

Penyelenggaraan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural
disesuaikan dengan formasi jabatan struktural dan rencana pengisian
jabatan/mutasi jabatan struktural pada instansi maisng-masing sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1) .

Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang
teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum
memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang
berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.

PNS yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah PNS yang telah
dievaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan
pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi.

Ayat (2) -

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh Pejabat
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Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan
Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang didasarkan pada peta jabatan dan
standar Kompetensi Jabatan. .

‘Setiap instansi memberikan prioritas kepada PNS yang telah
menduduki jabatan struktural untuk menjadi peserta Diklatpim. Komposisi
peserta Diklatpim antara yang sudah dan yang belum menduduki jabatan
struktural diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional tertentu, adalah
jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PNS yang perlu mengikuti Diklat Fungsional adalah PNS yang telah di
evaluasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan
pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Diklat Instansi.

PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan fungsional
tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur ahli lain adalah para pakar yang
mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Diklat
yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4}

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18
Mengingat peserta Diklat telah memiliki tingkat pendidikan dan
pengalaman kerja tertentu maka digunakan metode Diklat Bagi Orang Dewasa

yang :
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1. sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta;

2, bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar
peserta;

3 berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis, dan
fleksibel.
Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas
pada lembaga Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola
secara langsung program diklat.

" Huruf ¢

Yang dimaksud dengan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat
atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola Lembaga Diklat
Pemerintah tetapi karenma keahlian, Kkemampuan, atau kedudukannya
diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat.

Contoh : Si Bambang seorang Kepala Biro yang ditugasi
mengajar pada Diklat Prajabatan disebut tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat
adalah persyaratan minimal yang menyangkut kualitas dan kuantitas fasilitas
dan peralatan Diklat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam persyaratan
akreditasi Diklat. ,

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pelatihan dengan sistem jarak jauh, dilakukan untuk menjangkau
peserta di tempat yang jauh dari penyelenggara Diklat yang pelaksanaannya
melalui proses belajar mandiri dan tutorial serta menggunakan berbagai media
komunikasi.

Pasal 22
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Akreéditasi térRiadap lembaga diklat difiaksudkan sébagai  Upaya
standardisasi kulaitas penyelenggaraan diklat PNS.

Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah Unit Penyelenggara
Diktat Pemerintah yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina
untuk menyelenggarakan suatu diklat tertentu. Untuk memberikan akreditasi
tersebut Instansi Pembina membeéntuk Tim Akréditasi yang térdiri dari (Rstansi
Pembina dan Instansi yang bersangkutan.

Lembaga dikalt swasta yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat
- Fungsional dan/atau diklat Teknis tertentu.

Pasal 23
Anggaran Belanja Diklat bersumber dari Anggaran Belanja Rutin dan
Anggaran Belanja Pembangunan instansi masing-masing.

Pasal 24

Untuk mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi jabatan,
Instansi Pengendali membentuk Tim Standar Kompetensi Jabatan yang terdiri
dari Instansi Pengendali dan instansi yang bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas

Pasal 27
' Huruf a
Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan oleh pejabat pembina
kepegawaian bersama dengan pejabat lembaga Diklat instansi yang
bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud pejabat politik dalam ketentuan ini antara lain Menteri,
Gubemur, dan Bupati/Walikota.

Penyamaan persepsi antara pejabat politik dan pejabat struktural eselon
I penting untuk mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan, serta menghindari
terjadinya pérbédaan peérafsiran dan impleémeéntasi dari Kebijaksanaan nasional
yang telah ditetapkan.

Pasal 31
Ayat (1)

Pejabat BUMN dafi BUMD addalahi Bagian dari  apardtur
perekonomian negara yang perlu memahami visi, misi, strategi, dan
kebijaksanaan nasional agar dapat menyelaraskan perannya dengan aparatur
negara secara keseluruhan.

Ayat (2)
tempat peserta bekerja atau bertugas.

Yang dimaksud dengan Diklat (uar negeri tidak termasuk seminar,

konferensi, dan sekolah atau pendidikan tinggi.

Pasal 32
Ayat (1)

Penyelenggaraan Diklat ADUM, SPAMA, SPAMEN, dan SPATI yang
sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, tetap
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 dan
kéténtlian-Kétentuan pelaksanaaniya.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
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Pasal 35
Cukup jelas
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